
 
 
 

 
 
 

 
 

BUPATI SERANG 
PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN BUPATI SERANG 
 

NOMOR 59 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
PEDOMAN PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN SERANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI SERANG, 

 

Menimbang : a. bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas 
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan 

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 
anggaran, sehingga untuk mewujudkan kualitas data dan 
pelaporan kinerja di Kabupaten Serang yang dapat 

diandalkan, perlu disusun pedoman pelaporan kinerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang 
tentang Pedoman Pelaporan Kinerja di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Serang. 
 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2006  

Nomor  25,   Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 
5. Peraturan … 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 
 

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 
Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); 
 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang; 

 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN 

PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN SERANG. 

 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 

 

2. Bupati adalah Bupati Serang. 
 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. 

 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Serang. 
 
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LKj IP adalah 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bersifat tahunan 
yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai 

tujuan/sasaran strategis instansi. 
 

7. Indikator … 
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7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran 

keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi 

yang ditetapkan. 
 

8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut 
LPPD adalah indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah 
tertentu yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan untuk 

melaksanakannya. 
 

9. Rencana Kinerja adalah rencana kerja tahunan pada Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah. 

 

BAB II 
 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai:  
 

1. pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Pelaporan Kinerja 
pemerintah daerah. 

 
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 

 
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 
BAB III 

 
RUANG LINGKUP LAPORAN KINERJA 

 

Pasal 3 
 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:  
 
1. Uraian singkat organisasi;  

 
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;  
 

3. Pengukuran kinerja;  
 

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil 
program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis 
ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

 
Pasal 4 

 

Bentuk dan format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.  
 
 

BAB …
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BAB IV 

 
PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA 

 
Pasal 5 

 

Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan 
perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

 
BAB V 

 
PENGUKURAN KINERJA 

 

Pasal 6 
 

(1) Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah 
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam 
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan 

klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk 
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.  
 

(2) Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang 
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja 

ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan 
pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan 
posisi kinerja instansi pemerintah. 

 
BAB VI 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Pasal 7 
 
(1) Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan 

tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator 
kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. 

Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat 
diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. 

 

(2) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang 
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas 

fungsi serta mandat (core business) yang diemban.  
 

(3) IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi 

dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator 
kinerja yang baik.  

 

(4) IKU ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar penilaian untuk setiap Perangkat 
Daerah.  

 
(5) Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya 

adalah indikator keluaran (output). 

 
BAB … 
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BAB VII 

 
PENGUMPULAN DATA KINERJA 

 
Pasal 8 

 

(1) Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk 
memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan 
dan dirangkum.  

 
(2) Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja 

yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, 
mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. 

 

 
BAB VIII 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. 
 
  

Ditetapkan di  Serang 
pada tanggal  1 April 2022      

 
BUPATI SERANG, 

 

 
ttd 

 

RATU TATU CHASANAH 
 

Diundangkan di Serang 
pada tanggal  1 April 2022      

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, 
 

 
ttd 

 

          TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR  59 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Salinan sesuai dengan Aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SERANG 
ttd 

SUGI HARDONO, SH., MM 
NIP. 19670321 199203 1 008 



LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI SERANG 
NOMOR 59 TAHUN 2022 

TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KINERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN SERANG.  

 
CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

 

Bab I    Pendahuluan 
 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan 
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. 

 
Bab II  Perencanaan Kinerja 
 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 
yang bersangkutan. 

 
Bab III  Akuntabilitas Kinerja 
 

A. Capaian Kinerja Organisasi  
 
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai 
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis 
capaian kinerja sebagai berikut:  
 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;  
 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;  

 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 
dokumen perencanaan strategis organisasi;  

 
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada);  
 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 
telah dilakukan;  

 
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;  

 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).  
 

B. Realisasi Anggaran 
 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan 
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja 
organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.  

 
BAB … 

 

 
 



BAB IV  Penutup 
 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan 
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.  

 
Lampiran: 
1) Perjanjian Kinerja 

2) Lain-lain yang dianggap perlu  
 
 

 
BUPATI SERANG, 

 
 
 

 
RATU TATU CHASANAH 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 


